BAB V
PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan memamparkan analisis pembahasan dari penelitian yang
dilakukan mengenai penelitian analisis kualitas kebijakan : Studi Kasus Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung.
Dalam analisis kualitas kebijakan menurut Ulber Silalahi memiliki empat dimensi untuk

diantaranya transparansi, partisipasi, akuntabel dan responsif
5.1. Transparansi

Dalam nilai transparansi melihat pada bagaimana informasi dapat diakses tanpa batas
oleh publik yang tepat dan akurat pada kinerja di sektor publik. Penyebaran informasi
dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat mengetahui informasi terkait keputusan apa
yang dilakukan oleh pemerintah. Transparansi publik merupakan prinsip yang memberikan
kebebasan kepada masyarakat dapat mengetahui informasi terkait penyelenggaraan serta
keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Kegunaan dari melihat nilai
transparansi pada proses pembentukan kebijakan publik khususnya pada tahap formulasi akan
menunjukan kualitas kebijakan apakah pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022
pemerintah daerah setempat telah mengutamakan nilai transparansi kepada publik dengan
menerapkan prinsip kebijakan publik yang demokratis atau bahkan sebaliknya. Pada penelitian
ini kebijakan yang dipilih oleh peneliti adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor
1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung, melalui analisa yang telah
dilakukan oleh peneliti, menunjukan bahwa dalam formulasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung telah mengakomodasi nilai transparansi
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pada proses pembentukan kebijakan daerah yang memberikan penilaian bahwa Perda Nomor 1
Tahun 2022 dinilai berkualitas dalam nilai transparansi.

Berdasarkan analisis oleh peneliti terkait transparansi pada formulasi Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan gedung keterbukaan ditunjukan pada awal
mula ide adanya perubahan peraturan yang mengatur mendirikan bangunan gedung. Adanya
perencanaan terkait rancangan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 diawali dengan
pembahasan terkait lanjutan peraturan daerah berkenaan izin mendirikan bangunan, dalam
pembahasan dewan bersama perangkat daerah sedang melakukan revisi kebijakan izin
mendirikan bangunan dikarenakan dalam proses pelaksanaannya khususnya pada regulasi
sudah tidak sesuai dengan tata pelaksanaan, seiring dengan pembahasan terkait revisi izin
mendirikan gedung secara berkala pada tahun 2020, terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang cipta kerja yang berkaitan dengan penghapusan kebijakan izin mendirikan
gedung.

Dalam maksud terbitnya Undang-undang cipta kerja yang menghapuskan kebijakan
izin mendirikan bangunan, maka pemerintah pusat memberikan gagasan bahwa diperlukannya
pembaharuan terkait regulasi mendirikan bangunan yang direncanakan dapat diterapkan pada
tahun 2023. Melalui pembahasan rapat bersama pemerintah pusat, pada setiap pemerintah
daerah diharuskan membuat regulasi terbatu yang berkaitan dengan mendirikan bangunan.
Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dengan menanggapi usulan pemerintah pusat,
pemerintah daerah Purwakarta mengambil inisiasi untuk membuat perencanaan terkait
penyusunan peraturan baru yang mengatur bangunan gedung yang mengubah kebijakan
peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan.

Dalam proses perencanaan peraturan terkait perubahan izin mendirikan bangunan,
pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta menjadi wilayah pertama yang mampu memenubhi

mandat dari pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan peraturan daerah Nomor 1 Tahun
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2022 tentang retribusi persetujuan banguna gedung. Dalam pembahasan perancangan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2022 pada pertemuan dewan dengan perangkat dinas terkait,
membentuk panitia khusus untuk dapat terselenggarakan rancangan Perda Nomor 1 Tahun 2022
dengan mengatur perangkat daerah terkait untuk diberikan tugas sesuai dengan masing masing
bidang setiap dinas. Dalam proses penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2022 dinas PUTR yang
memiliki keterkaitan terkait Perda yang akan diformulasikan dikarenakan pada materi
kebijakan berkenaan dengan fungsi bangunan, koefiensi bangunan.

Pada muatan materi pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi
persetujuan gedung mengacu pada kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021,
namun dalam substansi materi nya terdapat perbedaan mengenai koefiensi bangunan terkait
besaran biaya yang akan dilunaskan pada persetujuan bangunan gedung. Adanya pertimbangan
pengecualian retribusi persetujuan bangunan gedung yaitu bangunan keperluan sosial,
keagaaan yang dibebaskan pada proses retribusi dalam membangun bangunan tersebut.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 dibentuk untuk mewujudkan penertiban
penyelengaraan bangunan agar sesuai dengan ketentuan. Perumusan retribusi wajib perlu
diikuti setiap pemohon untuk melakukan pengubahan bangunan, perluasan bangunan dengan
mengikuti standar teksnis bangunan gedung. Maka dapat dianalisa bahwa terkait transparansi
perubahan peraturan retribusi persetujuan bangunan gedung yang mengubah izin mendirikan
bangunan didasari dengan terbitnya Undang-Undang cipta kerja yang harus menghapuskan
peraturan izin mendirikan bangunan.

Dengan adanya perubahan kebijakan yang mengatur Pembangunan gedung, maka perlu
dilihat bagaimana pemerintah dapat menerapkan nilai transparansi atau keterbukaan informasi
kepada masyarakat luas untuk dapat mengetahui bahwa adanya perubahan yang mengatur
besaran retribusi bangunan gedung. Berdasarkan analisis peneliti yang telah melakukan

wawancara terkait kualitas kebijakan dalam formulasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022
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dapat dilihat pada pemerintah memberikan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait
adanya perubahan kebijakan daerah. Dalam mengatur penyebaran informasi Dinas perangkat
daerah yang memiliki tugas serta tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada
masyarakat bahwa adanya perubahan kebijakan terkait retribusi persetujuan banguna gedung.

Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta seiring dengan proses penyusunan Perda
Nomor 1 Tahun 2022, melakukan program terkait pemberian informasi kepada masyarakat luas
melalui pemeberian informasi dengan mendatangi langsung ke beberapa desa yang dilakukan
secara focus group discussion untuk memberikan sosialisai kepada kepaa daerah dan
masyarakat setempat terkait pemahaman atau edukasi hal-hal yang akan dimuat dalam Perda
Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan gedung. Pemerintah daerah terkait telah
melakukan penyebaran informasi terkait perubahan kebijakan daerah melalui penyiaran radio
yaitu Pro radio Purwakarta 93,10 FM yang telah bekerja sama dengan pemerintah dan dianungi
oleh dinas Diskominfo. Dalam penyebaran informasi terkait perubahan kebijakan dilanjut
dengan adanya kegiatan talkshow yang dihadiri oleh pejabat birokrasi dinas untuk memberikan
pemahaman kepada masyarakat adanya perubahan.

Adapun program yang dilaksanakan setiap tahun dengan mengelaborasikan setiap
perangkat daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendatangi
wiliayah yang dipilih, kegiatan ini dimaksudkan untuk adanya interaksi masyarakat dapat
mengetahui tindakan atau kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan dan menjadi wadah
komunikasi pemberian informasi. Pemerintah daerah telah mengundang keterwakilan
masyarakat atau sasaran target dalam muatan kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2022 dalam
pembahasan rapat bersama perangkat dinas terkait dengan memberikan edukasi khususnya

pada perubahan nilai koefiensi bangunan.

5.2.  Partispasi
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Dalam nilai partisipasi melihat pada bagaimana pemerintah dapat melibatkan peran
masyarakat secara langsung dalam kegiatan pengambilan keputusan. Partisipasi kebijakan
publik dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam semua proses dan tahapan
keputusan dalam pembuatan kebijakan. Melihat persepektif dan preferensi masyarakat
merupakan penting untuk dapat diterapkan dengan tujuan pihak pemerintah dapat mengetahui
respon atau sudut pandang masyarakat terkait kebijakan yang akan diformulasikan dan mampu
memenuhi keinginan warga dengan dasar demokrasi bukan untuk kepentingan kelompok.

Dengan melihat nilai partisipasi yang memiliki prinsip adanya keterlibatan masyarakat
dalam formulasi kebijakan publik akan terlihat kualitas kebijakan dinilai unggul, hal ini
dikarenakan nilai partisipasi merupakan salah satu nilai yang paling penting pada proses
pembentukan suatu peraturan dikarenakan masyarakat adalah instrumen utama bagi pemerintah
daerah dengan menjawab permasalahan yang ada dari hasil preferensi masyarakat. Melalui
penelitian ini dalam formulasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi
persetujuan bangunan gedung peneliti melihat bahwa kebijakan daerah telah mengakomodasi
nilai partisipasi yang memberikan dampak Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 dinilai
sebagai kebijakan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara serta temuan yang dilakukan peneliti nilai partisipasi
dalam formulasi Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung
ditunjukan dengan, dalam formulasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi
persetujuan bangunan gedung nilai partisipasi masyarakat merupakan pembahasan tingkat |
yaitu berkenaan proses awal mulai dengan melakukan survey, kajian awal dan pembahasan
rancangan Perda bersama pihak DPRD yang sudah dibentuk menjadi panitia khusus dan
perangkat Dinas terkait. Adapun partisipasi dibedakan menjadi dua kegiatan yaitu keterlibatan
masyarakat dengan mengumpulkan informasi terkait perubahan peraturan izin mendirikan

gedung menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung dan keterlibatan masyarakat dalam
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proses formulasi kebijakan. Bahwa dalam proses mengkaji rancangan Perda Nomor 1 Tahun
2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung masyarakat dilibatkan oleh pemerintah
dalam memberikan edukasi tekait perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 digantikan Perda
Nomor 1 Tahun 2022. Peran pemerintah dalam melibatkan masyarakat dilakukan mulai dari
sosialisasi, kegiatan penyiaran radio, kegiatan sosialisasi talkshow dan program gempungan
yang dapat dilihat bahwa adanya nilai partisipasi dengan memperlihatkan adanya interaksi baik
pemerintah dan masyarkat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses proses formulasi Perda Nomor 1 Tahun 2022
tentang retribusi persetujuan bangunan gedung telah dipenuhi dengan pemerintah telah
mengundang perwakilan masyarakat yang memiliki keterkaitan atau sebagai sasaran utama
yang ditunjukan dengan materi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi
persetujuan bangunan gedung. Dalam Kketerlibatannya keterwakilan masyarakat dengan
mengikuti rapat secara berkala bersama dinas perangkat daerah dan panitia khusus. Adapun
maksud dari keterwakilan masyarakat yang diundang adalah pihak pelaku usaha seperti UMKM
dan beberapa perusahaan properti yang memiliki kaitan dengan besaran retribusi bangunan
gedung.

Dalam penyampaian pada rapat pembahasan rancangan Perda bersama perwakilan
masyarakat, respon dan interaksi dalam rapat bersama Dinas organisasi perangkat daerah dan
panitia khusus menunjukan sebagian berjalan dengan baik tanpa adanya argumentasi menolak
khususnya pada pihak dari beberapa perusahaan dikarenakan dalam pelaksanaan pemungutan
biaya, besaran tarif retribusi persetujuan gedung mengikuti aturan Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 2021 dan perwakilan dari setiap perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur
dikarenakan untuk kebutuhan proyek agar berjalan sesuai dengan tujuan masing-masing proyek
perusahan tersebut. Namun sebagian masyarakat ada yang memberikan respon terkesan

keberatan dikarenakan dalam beberapa tata pelaksanaannya harus mengikuti prosedur yang
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berlaku termasuk penggunaan jasa kontruksi, keluhan biaya retribusi dan proses pelaksaanaan
dilakukan secara digital.

Berkaitan dengan Dinas PUTR menjelaskan bahwa adanya perubahan koefiensi pada
Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan gedung namun tidak akan menambah
beban untuk masyarakat luas dikarenakan dengan adanya perubahan Perda izin mendirikan
gedung menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung akan meringankan masyarakat untuk
kalangan menengah ke bawah. Melalui hasil wawancara bersama pihak DPRD berkaitan
dengan masukan atau kritik dari masyarakat, panitia khusus dan Dinas organisasi perangkat
daerah akan melakukan pencatatan sesuai dengan preferensi masyarakat dengan melihat
urgensi kepentingan masyarakat yang akan didahului untuk dipertimbangkan dalam muatan
penulisan Perda per pasal khususnya dalam besaran biaya retribusi.

Adapun pembahasan tingkat Il dalam formulasi Perda Nomor 1 Tahun 2022 partisipasi
masyarakat dihadiri oleh keterwakilan masyarakat yang mewakili kepentingan warga yaitu
DPRD gabungan dan Pemerintah Daerah. Dalam pembahasan rapat paripurna tingkatan Il akan
membahas terkait laporan panitia khusus terkait pencatatan keinginan dan preferensi
masyarakat yang kemudian setiap fraksi akan diminta pendapat apakah menyetujui atau tidak,
kemudian apabila telah disetujui oleh setiap fraksi kemudian hasil akhir akan disahkan oleh

Bupati dalam rapat paripurna bersama dewan gabungan.

5.3  Responsivitas

Responsivitas menjelaskan pada seberapa jauh pemerintah dapat memuaskan kebutuhan
masyarakat guna menanggapi preferensi masyarakat. Bagaimana peran pemerintah dapat cepat
dan tanggap kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan warga dengan melihat pandangan
publik dalam formulasi kebijakan publik. Nilai responsivitas merupakan salah satu nilai- nilai

demokrasi yang penting khususnya pada kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dalam
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setiap keputusan pada pembentukan kebijakan publik. Dalam menganalisis suatu formulasi
peraturan perlu melihat bagaimana pemerintah dapat menampung keinginan warga dalam suatu
keputusan, hal ini penting dikarenakan dalam suatu keputusan perlu dihadiri prefrensi dari
perspektif masyarakat yang akan dimuat dalam suatu kebijakan.

Dengan menunjukan nilai responsivitas pemerintah yang tanggap pada keinginan
masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan publik pada tahap formulasi akan
memberikan pandangan bahwa suatu kebijakan yang telah dirancang dinilai berkualitas
dikarenakan telah mengakomodasi nilai-nilai demokrasi salah satunya nilai responsivitas.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi
persetujuan bangunan gedung peneliti melihat bahwa kebijakan daerah ini dinilai berkualitas
karena pemerintah telah mengakomodasi nilai responsivitas dengan merangkum preferensi
masyarakat yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yaitu terkait besaran retribusi pada
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara serta temuan oleh peneliti, nilai responsivitas pemerintah
dapat ditunjukan pada pemerintah daerah telah mengundang keterlibatan masyarakat untuk
mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terkait pembahasan perubahan Peraturan Daerah
retribusi persetujuan gedung menggantikan Peraturan Daerah izin mendirikan bangunan.
Dalam pertemuan bersama anggota panitia khusus, Dinas terkait dan masyarakat dalam
pembahasan rancangan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan
bangunan gedung melalui hasil wawancara menunjukan sebagian masyarakat yaitu perwakilan
masing masing dari badan usaha memberikan respon positif dan aktif dalam penyampaian
argumentasi dalam penulisan pasal terkait besaran retribusi persetujuan bangunan gedung, hal
ini dikarenakan pihak perusahaan mampu mengikuti besaran retribusi yang telah disepakati

oleh pihak Dinas terkait.
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Adapun interaksi masyarakat dalam memberikan tanggapan terkait penyusunan Perda
Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan sebagian masyarakat menunjukan
adanya respon keberatan khusus nya pada proses pelaksanaan yang dilakukan secara digitalisasi
dimana masyarakat merasa terbebani pada proses pengumpulan berkas, masyarakat merasa
terbebani pada besaran retribusi yang akan dirumuskan oleh Dinas PUTR, dan masyarakat
merasa terbebani dalam membangun bangunan harus menyediakan penyedia jasa konsultan
bangunan.

Menanggapi keresahan sebagian masyarakat responsivitas pemerintah daerah dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat ditunjukan dengan, pemberian edukasi kepada sebagian
masyarakat yang merasakan keluhan terkait besaran retribusi telah diformula kan sesuai dengan
luas bangunan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah 16 Nomor 2021 dan memberikan
pemahaman bahwa besaran retribusi persetujuan bangunan gedung lebih rendah dibandingkan
dengan besaran tarif pada Peraturan Daerah izin mendirikan bangunan. Berkenaan tentang
proses tata pelakssanaan retribusi persetujuan bangunan gedung dilakukan secara digitalisasi
pemerintah memberikan respon bahwa kesepakatan telah diputuskan karena mengedepankan
nilai integritas serta meminimalisir adanya kelompok yang tidak bertanggung jawab melakukan
grativikasi yang dilakukan oleh pemohon kepada Dinas terkait. Adapun respon dari pemerintah
berkaitan dengan penyewaan jasa konsultan bangunan memiliki tujuan agar kontruksi
bangunan yang dibuat memenuhi standar keamanan, keselamatan, Kesehatan dan
berkelanjutan.

Melalui hasil keputusan panitia khusus dan perangkat Dinas berkaitan dengan kendala
yang dihadapi masyarakat khususnya pada masyarakat pra Sejahtera, pemerintah memberikan
keringanan yang telah dituliskan pada materi Perda Nomor 1 Tahun 2022 pada bab XI tentang
keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi. Pemberian keringanan retribusi

persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan obyek tidak lebih
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dari 45 m?tidak perlu menggunakan jasa konsultan dan pengurangan retribusi paling tinggi 50

persen dari retribusi yang dibayar.

54  Akuntabilitas

Akuntabilitas menjelaskan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dengan
melaporkan, menyajikan dan menungkapkan segala aktivitas dan kegiatan berkaitan dengan
kinerja pemerintah kepada masyarakat. Untuk melihat akuntabilitas kebijakan pemerintah harus
mampu memberikan jawaban sebagai bentuk tanggung jawab dengan melakukan penyebaran
informasi kepada publik alasan terbentuknya suatu kebijakan publik dalam membuat keputusan
dan pengambilan tindakan. Pentingnya nilai-nilai demokrasi salah satunya nilai akuntabilitas
akan memberikan penilaian pada suatu kebijakan dinilai berkualitas, hal ini dikarenakan
pemerintah telah mampu memberikan pertanggung jawaban pada pembentukan kebijakan
publik.

Dalam penelitian analisis kualitas formulasi kebijakan daerah Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung, peneliti melihat bahwa nilai
akuntabilitas telah diakomodasi dengan pemerintah dapat memberikan pertanggung jawaban
terkait adanya perubahan peraturan daerah retribusi persetujuan gedung menggantikan
peraturan izin mendirikan gedung. Keunggulan nilai akuntabilitas sebagai salah satu nilai-nilai
demokrasi memberikan penilaian pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi
persetujuan bangunan gedung dinilai berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan nilai akuntabilitas, pertanggung
jawaban atas latar belakang dari pemerintah daerah menjelaskan tindakan dalam perubahan
peraturan daerah retribusi persetujuan bangunan gedung didasari oleh inisiatif dewan untuk
melakukan pembaharuan peraturan yang berkaitan dengan peraturan bangunan gedung.

Pembentukan Perda Nomor 1 Tahun 2022 dilatar belakangi dengan pemerintah daerah
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melakukan revisi terkait peraturan izin mendirikan gedung namun seiring dengan berjalanannya
revisi pada tahun 2020 pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020
tentang cipta kerja yang berkaitan dengan penghapusan kebijakan peraturan izin mendirikan
bangunan, maka perlu adanya perubahan nomenklatur Peraturan Daerah yang diusulkan agar
sesuai dengan aturan terbaru tersebut di atas termasuk penyesuaian terhadap beberapa substansi
materi muatannya mengingat dalam aturan terbaru dilakukan perubahan istilah Izin Mendirikan
Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung.

Dengan adanya perubahan retribusi persetujuan bangunan gedung menggantikan
peraturan izin mendirikan bangunan pemerintah melakukan pertanggung jawaban terkait
penyebaran informasi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan
peraturan yang mengatur retribusi bangunan gedung, penyebaran informasi atas keberlanjutan
penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2022 pada penyiaran situs radio 93, 10 Fm, perangkat Dinas
terkait melakukan program gempungan, kegiatan talkshow dan pemasangan baliho di beberapa
titik jalan Purwakarta.

Adapun dalam proses penyusunan rancangan Perda berlangsung yang dilakukan oleh
panitia khusus dan Dinas terkait bersama perwakilan masyarakat yang dijadikan sasaran pada
Perda Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah melakukan laporan terkait hasil pembahasan
rancangan perda berkenaan tentang substansi materi yang akan dimuat pada rancangan perda
bersama dengan anggota DPRD yang telah dibentuk menjadi panitia khusus. Laporan
pertanggung jawaban atas pembahasan kegiatan rapat bersama panitia khusus dan Dinas OPD
akan dibuat laporan notulensi hasil kegiatan rapat yang nantinya akan kembali dibahas bersama
perwakilan masyarakat untuk dapat dicatat baik berupa masukan maupun keinginan dari setiap
pihak perwakilan masyarakat. Untuk dapat menjabarkan preferensi masyarakat hasil kajian

yang dilakukan oleh panitia khusus, Dinas terkait dan masyarakat pemerintah membuat naskah
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akademik sebagai landasan bersifat akademis untuk dapat dipertanggung jawabkan secara
hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

Dasar pertimbangan retribusi persetujuan bangunan gedung pemerintah memberikan
pertanggung jawaban dengan menjelaskan bahwa rumusan formula perhitungan retribusi
persetujuan bangunan gedung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang bagunan gedung. Penentuan tarif retribusi mengacu pada standar harga satuan tertinggi
Tertinggi sesuai dengan penetapan besaran Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi
Sederhana yang nantinya dikalikan dengan Indeks Lokalitas dengan range antara 0,1% - 0,5%.
yang telah dirumuskan oleh Dinas PUTR bidang tata bangunan. bangunan prasarana bangunan
gedung menggunakan harga satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta
berdasarkan hasil kajian dan survey yang telah dilakukan Dinas Teknis terkait.

Melalui wawancara bersama seluruh informan maka dalam formulasi Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2022 dengan mengakomodasi nilai-nilai demokrasi salah satunya nilai
akuntabilitas, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dapat mempertanggung jawabkan hasil
dari setiap tindakan atau keputusan adanya perubahan Peraturan Daerah izin mendirikan
bangunan digantikan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 melalui pemberian
informasi kepada masyarakat, melakukan laporan hasil kegiatan rapat berkenaan keputusan
yang diambil, serta pelaporan bulanan retribusi yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah

setelah Perda Nomor 1 Tahun 2022 disahkan dan disebarluaskan.
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